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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi 

berdasarkan pendekatan restorative justice di kabupaten Belu yakni di tingkat 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri, telah dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversi melalui pendekatan 

restorative justice ini pun dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak 

terkait baik pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial, 

pembimbing kemasyarakatan maupun dari penegak hukum itu sendiri. Upaya 

diversi dilakukan melalui pembahasan bersama atau musyawarah, untuk mencapai 

suatu kesepakatan, dalam menyelesaikan suatu perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat 

didiversi berdasarkan pendekatan restorative justice adalah tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan 

bukan merupakan residivis. Upaya diversi yang dilakukan di kabupaten Belu 

belum sepenuhnya menjamin hak-hak dari pihak korban sebab pelaku terkadang 

tidak menjalankan kesepakatan yakni membayar ganti rugi kepada korban yang 

mengalami kerugian.  
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Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan 

diversi melalui pendekatan restorative justice ini bertujuan agar anak yang 

berhadapan dengan hukum tak perlu lagi menjalani proses peradilan, penyelesaian 

perkaranya lebih menghemat waktu dan biaya, anak sebagai pelaku dan korban 

dapat menyelesaiakan perkaranya secara kekeluargaan, dan  mendorong anak 

untuk lebih bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan diversi di kabupaten Belu adalah 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pencurian, pengeroyokan, membawa lari 

perempuan tanpa izin orangtua dan penganiayaan (biasa/ringan). Penyelesaian 

perkara menggunakan diversi dilakukan dengan cara menyelesaikan perkaranya di 

luar jalur peradilan pidana. 

1.2 Saran 

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar: 

Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri kabupaten Belu dapat 

terus mengedepankan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum 

menggunakan diversi berdasarkan pada pendekatan restorative justice sehingga 

anak tak perlu lagi menjalani proses peradilan, serta terus melakukan upaya-upaya 

represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. 

Peran serta orangtua dalam membimbing dan mendidik anak harus terus 

ditingkatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana. 
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